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ABSTRACT 

Bureaucratic Behavior In Employee Performance Department of Population 
and Civil Registration in Mamasa district of West Sulawesi Province 

Samsu Marlin 
(samsu.marlin85@gmail.com) 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open Uruversity 

Trns study was conducted to determine the implementation of the issuance 
of Building Permit (IMB) and to determine the form of government policy in the 
service of issuance of Building Permit (IMB) in Mamasa district of West Sulawesi 
province. This study is a qualitative research, therefore the research instrument is 
the interview guide which is expected to complete the data needed to measure the 
implementation of policies and services to 1MB. Subjects were employees of the 
Department of Public Works and Housing in Mamasa district of West Sulawesi 
province. The data source consists of primary data and secondary data. Primary 
data were obtained by interviewing the resource using an interview guide, while 
the secondary data obtained from the literature and documents relating to the 
implementation of policies and services to 1MB Mamasa West Sulawesi. Data 
were analyzed using qualitative data analysis. The result showed that the 
implementation of the issuance of the building permit (IMB) in Mamasa as 
indicators, namely: (a) Communication (communication), (b) resources 
(resources), (c) the disposition (disposition), and (d) the structure bureaucracy 
(beureucratic structure) in both categories. Then shape government policy in 
publishing services Building Permit (1MB) in Mamasa based policy elaboration 
phases, namely: (a) Phase setting the agenda, (b) the policy formulation stage, and 
(c) the stage of policy implementation in both categories. 

Keywords: Policies and Services 
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Analisis lmplemeotasi Kebijakan Pemerintab Daer.ab Dalam Pelayaoao 
Penerbitao 1MB di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat 

Samsu Marlin 
(samsu.marlin85@gmail.com) 

Program Pascasarjana Universitas Terbuka 

ABSTRAK 

11 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi penerbitan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) dan untuk mengetahui bentuk kebijakan pemerintah 
daerah dalam pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di 
Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif, oleh karena itu yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti 
dengan menggunakan panduan wawancara yang diharapkan dapat melengkapi 
data yang dibutuhkan untuk mengukur penerapan kebijakan dan pelayanan 
penerbitan IMB. Subyek penelitian adalah pegawai Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) di Kabupaten Mamasa Provinsi 
Sulawesi Barat. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada nara sumber dengan 
menggunakan panduan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari 
literature dan dokumen yang berhubungan dengan penerapan kebijakan dan 
pelayanan penerbitan 1MB Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Data 
dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa implementasi penerbitan izin mendirikan bangunan (1MB) di 
Kabupaten Mamasa sebagaimana indikator yaitu (a) Komunikasi 
(communication), (b) sumber daya (resources), (c) disposisi (disposition), dan (d) 
struktur birokrasi (beureucratic structure) pada kategori baik. Kemudian bentuk 
kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan penerbitan Tzin Mendirikan 
Bangunan (1MB) di Kabupaten Mamasa berdasarkan penjabaran tahapan 
kebijakan yaitu : (a) Tahap penyusunan agenda, (b) Tahap forrnulasi kebijakan, 
dan (c) Tahap implementasi kebijakan pada kategori baik. 

Kata Kunci: Kebijakan dan Pelayanan 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1.1. Kabupaten Mamasa 

Merupakan salah satu Kabupaten di yang berada di Provinsi Sulawesi 

Barat Indonesia. Kabupaten ini didirikan disaat secara administratif masih berada 

dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan terbitnya Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten 

Mamasa dan Kota Palopo. 

Kabupaten Mamasa masuk daerah dengan curah hujan dan kelembaban 

yang tinggi dan berikJim dingin, iklim diwilayah kabupaten mamasa sangat 

dipengaruhi oleh iklim tropika basah yang bercirikan curah hujan tinggi dengan 

penyebaran merata sepanjang tahun sehingga terdapat pergantian musim yang 

jelas. iklim ini depengaruh oleh letak geografisnya yaitu dataran tinggi di daerah 

pegunungan dan dikelilingi oleh bentangan sungai-sungai, dan suhu udara rata 24 

°C dimana perbcdaan antara suhu terrcnda dan suhu tertinggi mencapai 5 °C 

sampai 70 °C jumlah curah hujan rata-rata 140 - 180 hari pertahun.keadaan ini 

menyebabkan struktur tanah menjadi labil sehingga meninbulkan bencana 

longsor dan takjarak menimbulkan banjir. 

Ibu kota Kabupaten Mamasa terletak di Kota Mamasa, sekitar 370 km dari 

Kota Makassar, dengan jarak tempuh sekitar ± 7 - 8 jam dengan menggunakan 

kendaraan roda empat. Sedangkan dari kota pare-pare sebagai pusat kawasan 

pengembangan ckonomi terpadu (KAPET) di provinsi Sulawesi Selatan sek.itar 

100 km. Kabupaten Mamasa ini memiliki luas wilayah 3005,88 km2
• Oimana kec 

63 

43204.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



64 

Tabulahan merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 513,95 km2 atau 

sekitar 17,07 % dari seluruh luas wilayah kabupaten mamasa Sementara luas 

wilayah terkecil adalah Rantebulahan Timur dengan luas wilayah 31 ,87 km2 atau 

sekitar 1,03% dari seluruh luas wilayah kabupaten Mamasa 

Kabupaten Mamasa memiliki beberapa objek wisata yaitu wisata budaya 

Kuburan Tedong-tedong Minanga di Kecamatan Mamasa, Wisata alam Air Terjun 

Sarambu dan Permandian Air Panas di desa Tadisi Kecamatan Sumarorong, Agro 

Wisata Perkebunan Markisa di Kecamatan Mamasa, Wisata Budaya Rumah adat, 

Perkampungan Tradisional Desa Ballapeu. 

Pada awalnya sccara administratif wilayah Kabupaten Mamasa terdiri atas 

I 0 (sepuluh) wilayah Kecamatan, namun hingga saat ini setelah mengalami 

pemekaran wilayah, Kabupaten Mamasa sekarang terdiri dari 17 (tujuh belas) 

Kecamatan definitif, yakni : Kecamatan Mamasa, Tabang, Aralle, Mambi, 

Tabulahan, Pana, Nosu, Sesena padang, Messawa, Sumarorong, Tanduk Kalua, 

Tawalian, Rantebulahan Timur, Bambang, Balla, Buntumalangka, Mehalaan. 

Di dalam dalamnya ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu(PM-PTSP) sebagai penyelenggara pelayanan perizinan dan non 

perizinan,pelayanan 1MB mempunyai peran sangat penting dalam pengendalian 

pembangunan dan pemamfaatan bangunan dalam wilayah kab mamasa,dengan 

tujuan terjaminnya kcselamatan penghuni dan lingkungan sekitar serta tertib 

pembangunan. Te1iib pembangunan yang dimaksud adalah desain,pelaksanaan 

pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. 

Jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan segnifikan 

dari tahun ke tahun kcadaan ini nampak dari data stastik dimana jumlah penduduk 
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pada tahun 2013 sebanyak 147.660 jiwa tahun 2014 sebanyak 149.809 jiwa 

Tahun 201 5 sebanyak 151.825 jiwa. 

Secara geogra:fis, wilayah Kabupaten Marnasa berbatasan dengan; 

- Sebelah Utara Kab Marnuju 

- Sebelah selatan Kab Polman 

- Sebelah Timur Kab.Tanah Toraja dan Pinrang 

- Sebelah Barat Kab. Majene 

Hasil pertanian Kabupaten Mamasa di antaranya padi, jagung, ubi kayu, 

ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, sayur-sayuran dan buah

buahan. Sedangkan dari sektor peternakan adalah ternak sapi, kerbau, kuda, 

karnbing, dan babi. Kemudian untuk jenis unggas adalah ayam kampung, ayam 

ras, dan itik lokal. 

Hasil perkebunan Kabupaten Mamasa pada urnumnya berupa kopi 

maupun kakao, padi, yang dikelola petani secara tradisional. Tanaman kopi yang 

dihasilkan petani Kabupaten Marnasa, semasa masih menjadi bagian dari 

Kabupaten Polmas sebelum pemekaran telah memberikan konstribusi dalam 

mengangkat nama Polmas sebagai penghasil kopi bahkan tidak sedikit kopi asaJ 

Mamasa yang di pasarkan di daerah tetangga seperti Kabupaten Tana Toraja dan 

sekitarnya. Bahkan kopi marnasa saat ini sudah terkenal di beberapa daerah 

bahkan sudah masuk pada tingkat nasional melalui promosi-promosi oleh dinas 

terkait seperti Dinas Pariwisata, sebagai aikon dan produk unggulan Kabupaten 

Mamasa saat ini. 
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SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 1 
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(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Mamasa, terdiri atas : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretarisyang membawahj : 

( l) Subag Urn urn dan Kepegawaian 

(2) Subag Program dan Pelaporan 

(3) Subag Keuangan 

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, yang 

membawahj: 

( 1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal 

(2) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal 

(3) Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah 

d. Bidang Promosi dan Penanaman Modal 

(I) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal 

(2) Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal 

(3) Seksi sarana dan Prasarana Penanaman Modal 

c. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem 

Informasi, yang membawahi: 

(l) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 

(2) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 

(3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
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f. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, yang 

membawahi: 

(I) Seksi Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Kesra 

(2) Seksi Pelayanan Perizinan Industri, Pangan dan Koperasi 

(3) Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan, 

Pemerintahan,Lingkungan dan Non Perizinan. 

g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, yang 

membawahi: 

(I) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan 

(2) Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan 

(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Layanan 

h. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pelayanan 

( 1) Seksi Pengkajian, Regulasi dan Dokumentasi 

(2) Seksi Pengembangan Sistem Pelayanan 

(3) Seksi Hubungan antar Lembaga 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

J. Unit Pelaksana Teknis Dinas 

67 

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintutercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

BIDANG PENYELENGGARAAN PELA Y ANAN 

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 

Pasal 2 
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(1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan non perizinan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melaksanakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan pelayanan 

perizinan dan non perizinan; 

b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di 

bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/intansi lain di 

bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

e. Pelakasanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(3) Rincian tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan di bidang 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

b. Menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan non perizinan; 

c. Menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 
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d. melaksanakan pelayanan perizinan dan non penzman berdasarkan 

pendelegasian wewenang dari Bupali ~ 

e. melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non penzman 

dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan memberi akses 

yang lebih luas kepada masyarakat untuk mempcroleh layanan publik; 

f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama dibidang pelayanan 

perizinan dan non perizinan; 

g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan Tim Teknis 

dalam penyelenggaraan administrasi perizinan dan non perizinan; 

h. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan non perizinan; 

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan non perizinan~ 

J. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani naskah din as di 

penyelenggaraan pelayanan perizinan; 

k. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain 

di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan non perizinan. 

Seksi Pelayanan Perizinan Usaha. Kesehatan Dan Kesra 

Pasal 3 

(I) Seksi Pelayanan Perizinan Usaha, Kcschatan dan Kesra dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
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Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, mempunyai 

tugas pokok pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan 

perizinan usaha, kesehatan dan kesra. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kepala Seksi Pelayanan 

Perizinan Usaba, Kesehatan dan Kesra melaksanakan fungsi : 

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan 

pelayanan perizinan U saha, Kesehatan dan Kesra; 

b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pelayanan perizinan usaha, 

Kesehatan dan Kesra; 

c. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi pembinaan pelaksanaan 

penanaman modal; pelayanan perizinan usaha, Kesehatan dan Kesra; 

d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program 

dan kegiatan seksi pelayanan perizinan usaha, Kesehatan dan Kesra; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

(3) Rincian tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan 

Kesra sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kerja , program dan kegiatan seksi pelayanan 

perizinan usaha, kesehatan dan kesra sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan penzman usaha, 

ekonomi dan kesra; 

c. Pengumpulan bahan dan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan 

pelayanan perizinan usaha, kesehatan dan kesra; 
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d. Melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan 

pclayanan perizinan usaha. kesehatan dan kesra; 

e. Melaksanakan pelayanan administrasi perizinan usaha, kesehatan dan 

kesra; 

f. Melaksanakan koordinasi dengan pihak SKPD terkait dan Tim Teknis 

terkait dengan penerbitan perizinan usaha, kesehatan dan kesra; 

g. Melaksanakan ketjasama dengan pihak. terkait dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha, ekonomi dan kesra; 

h. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan 

perizinan usaha, kesehatan dan kesra; 

1. Menyusun laporan hasi l pelaksanaan tugas scksi pengolahan data dan 

informasi penanaman modal sebagai bahan pertanggungjawaban 

kepada atasan dan atau bahan evaluasi; 

J. Melaksanakan tugas kedinasan lain sehubungan dengan tugas tugas 

penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha, ckonomi dan kesra; 

Seksi Pelayanan Pcrizinan lndustri , Pangan Dan Koperasi 

Pasal 4 

(I ) Scksi Pelayanan Perizinan lndustri, Pangan dan Koperasi dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bcnanggung jawab kepada 

Kcpala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, mempunyai 

tugas pokok pelaksanaan dan pengkoordinasian penyclenggaraan pelayanan 

peri zinan industri,pangan dan koperasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas. Kepala Seksi Pelayanan 

Pcrizinan Industri, Pangan dan Koperasi melaksanakan fungsi: 
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a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan 

pelayanan perizinan lndustri, Pangan dan Koperasi; 

b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pelayanan perizinan Industri, 

Pangan dan Koperasi; 

c. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi lndustri, Pangan dan 

Koperasi; 

d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program 

dan kegiatan seksi pelayanan perizinan lndustri, Pangan dan Koperasi; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

(3) Rincian tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Industri . Pangan dan 

Koperasi sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan scksi pelayanan 

perizinan industri, Pangan dan Koperasi sebagai pedoman pelaksanaan 

lugas; 

b. Pclaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan industri, 

Pangan dan Koperasi; 

c. Pcngumpu]an bahan dan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan 

pelayanan industri,Pangan dan Kopcrasi; 

d. Melaksanakan pengkajian perurnusan pedoman penyclenggaraan 

pelayanan perizinan industri, Pangan dan Koperasi; 

e. Melaksanakan pelayanan administrasi perizinan industri. Pangan dan 

Koperasi; 
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f. Melaksanakan koordinasi dengan pihak SKPD terkait dan Tim Teknis 

terkait dengan penerbitan perizinan industri, Pangan dan Koperasi; 

g. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan perizinan industri, Pangan dan Koperasi; 

h. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan 

perizinan industri, Pangan dan Koperasi; 

1. Menyusun laporan basil pelaksanaan tugas seksi pengolahan data dan 

informasi penanaman modal sebagai bahan pertanggungjawaban 

kepada atasan dan atau bahan evaluasi; 

J. Melaksanakan tugas kedinasan lain sehubungan dengan tugas 

penyelenggaraan pelayanan perizinan industri, Pangan dan Koperasi. 

Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan, Pemerintahan,Lingkungan Dan 

Non Pcrizinan 

Pasal 5 

(l) Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan. Pemerintahan, Lingkungan dan 

Non Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan 

dan Non Perizinan, mempunyai tugas pokok pelaksanaan dan 

pengk.oordinasian penyelenggaraan pelayanan penzman pembangunan, 

pemerintahan dan lingkungan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kepala Seksi Pelayanan 

Pembangunan, Pemerintahan, Lingkungan dan Non Perizinan melaksanakan 

fungsi : 
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a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan 

pelayanan perizinan Pembangunan, Pemcrintahan,Lingkungan dan Non 

Perizinan; 

b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pelayanan perizinan 

Pembangunan, Pemerintahan,Lingkungan dan non Perizinan; 

c. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pembangunan, 

Pemerintahan,Lingkungan dan non perizinan; 

d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendaJian dan pengawasan program 

dan kegiatan seksi pelayanan penzman Pembangunan, 

Pemerintahan,Lingkungan dan non perizinan; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

(3) Rincian tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan, 

Pemerintahan, Lingkungan dan Non Perizinan sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan seksi pelayanan 

perizinan pembangunan, pemerintahan,l ingkungan dan non perizinan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan 

pembangunan, pemerintahan,lingkungan dan non perizinan ; 

c. Pengumpulan bahan dan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan 

pelayanan pembangunan, pemerintahan, lingkungan dan non perizinan; 

d. Melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan 

pelayanan perizinan pembangunan, pemerintahan lingkungan dan non 

penzman ; 
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e. Melaksanakan pelayanan administrasi penzman pembangunan, 

pemerintahan,lingkungan dan non perizinan~ 

f. Melaksanakan koordinasi dengan pihak SKPD terkait dan Tim Teknis 

terkait dengan penerbitan perizinan pembangunan, pemerintahan dan 

lingkungan serta non perizinan~ 

g. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan perizinan pembangunan, pemerintahan dan 

lingkungan serta layanan non perizinan~ 

h. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan 

perizinan pembangunan, pemerintahan dan lingkungan serta layanan 

non perizinan~ 

1. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pelayanan perizinan 

pembangunan, pemerintahan, lingkungan dan pelayanan non perizinan 

sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan dan atau bahan 

evaluasi~ 

J. Melaksanakan tugas kedinasan lain sehubungan dengan tugas 

penyelenggaraan pelayanan perizinan pembangunan, pemerintahan dan 

lingkungan. 

B. Hasil 

1. Implementasi Kebijakan JMB di Kabupaten Mamasa 

Dalam mendeskripsikan basil penelitian maka penulis mengajukan 4 

(em pat) faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi 

penerbitan IMB di Kabupaten Mamasa. Menurut Edward III bahwa keempat 

variabel tersebut adalah : (1) Komunikasi (communication), (2) sumber daya 
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(resource~). (3) disposisi (disposilion), (4) struktur birokrasi (beureucratic 

struc/ure). 

a. Komunikasi (communication) 

Pada indikator ini maka implementasi kebijakan pemerintah daerah 

berupa komunikasi pada penerbitan IMB Kabupaten Mamasa Provinsi 

Sulawesi Barat. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan (GI) terpilih 

berikut ini : 

" ... sebagai seorang pemberi layanan maka kami selama ini melakukan 
kegiatan layanan public berupa penerbitan IMB dengan pendekatan 
komunikasi, karena karni yakin komunikasi itu mensyaratkan agar 
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi 
tujuan dan sasaran, kebijakan harus ditansmisikan kepada kelompok 
sasaran (masyarakat)." (wawancara GI, Maret 2017) 

llal yang sama disampaikan oleh (M) salah seorang informan yang terpilih 

berikut ini : 

" ... tcrkadang terjadi resistensi bahkan miss komunikasi antara sesame 
pemberi layanan di bagian penerbitan 1MB Kabupaten Mamasa, sehingga 
bila terjadi hal demikian maka solusi yang paling tepat adalah 
mengedepankan komunikasi dan mencari akar masalahnya. Hal ini 
di lakukan untuk memperjelas tujuan dan sasaran." (wawancara M, Maret 
2017) 

Komunikasi memberikan keberhasilan dalarn implementasi 

kebijakan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa 

yang menjadi tujuan dan sasaran, kebijakan harus ditansmisikan kepada 

kelompok sasaran (Target Group) sehingga akan mengurangi distorsi 

implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau 

bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka 

kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Hal ini sama 

disampaikan oleh informan terpilih (OS) berikut ini : 
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" ... untuk mengurangi distorsi implementasi maka kami sering melakukan 
komunikasi dan diskusi mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 
dalam implementasi kebijakan penerbitan IMB sehingga dengan demikian 
tujuan dan sasaran kebijakan menjadi jelas dan untuk mengurangi resiko 
terjadinya resistensi dengan kelompok sasaran dalam hal ini masyarakat." 
(wawancara DS, Maret 2017) 

b. Sumber daya (resources) 

Pacta indikator ini maka implementasi kebijakan pemerintah daerah 

berupa penguatan sumber daya pada penerbitan IMB Kabupaten Mamasa 

Provinsi Sulawesi Barat. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan (R) 

terpilih berikut ini : 

" ... terkadang karni merasakan keterlambatan dalam proses implementasi 
dilapangan hal ini terjadi akjbat kekurangan sumber daya sehingga ke 
depan diusahakan penambahan sumber daya agar pekerjaan lebih efektif 
dan efisien." (wawancara R, Maret 2017) 

Hal yang sama djsampaikan oleh (AB) salah seorang informan yang 

terpilih berikut ini : 

" ... jadi setelah komunikasi berupa isi pesan dari implementasi kebijakan 
penerbitan IMB sudah disampaikan kepada masyarakat, maka kadangkala 
yang kami rasakan lagi kekurangan sumber daya manusia sehingga hal ini 
harus segera ditindaklanjuti oleh pimpinan dalam rangka efektifitas 
pekerjaan." (wawancara AB, Maret 2017) 

Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni 

kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah 

faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif, tanpa sumber daya 

kebijakan akan hanya tinggal di atas kertas menjadi dokumen saja. Hal ini 

sama disampaikan oleh informan terpilih (DT) berikut ini : 

" ... dalam mewujudkan kebijakan yang efektif,. Maka sumber daya 
manusia menjadi solusi untuk dapat berkompentensi sesame implementor, 
selain itu sumber daya financial juga menentukkan kcbcrhasilan kcbijakan 
penerbitan 1MB di Kabupaten Mamasa." (wawancara DT, Maret 2017) 
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c. Disposisi (disposition) 

Pada indikator ini maka implementasi kebijakan pemerintah daerah 

berupa diposisi yang dilakukan pada penerbitan 1MB Kabupatcn Mamasa 

Provinsi Sulawesi Barat. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan 

(SH) terpilih berikut ini : 

" ... Apabila implementor memiliki desposisi yang baik maka dia dapat 
menjaJankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh 
pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan akan menjadi 
efektif." (wawancara SH, Maret 2017) 

Hal yang sama disampaikan oleh (PT) salah seorang informan yang 

terpilih berikut ini : 

" ... jadi desposisi itu wajib dimiliki oleh seorang implementor dilapangan. 
Karena mereka akan memiliki watak dan karakteristik yang mumpuni 
sebagai seorang implementor. Hal tersebut dapat diwujudkan daJam 
komitmen, kejujuran, sifat demokratis dalam implementas i kebijakan 
penerbitan 1MB di Kabupaten Mamasa." (wawancara PT, Maret 2017) 

Apabila implementor memiliki desposisi yang baik maka dia dapat 

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang di inginkan oleh 

pembuat kcbijakan, maka proses implementasi kebijakan akan menjadi 

cfektif, scbaliknya apabila implementor memiliki disposis yang kurang baik 

maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efisien dan 

Jmplementasi kebijakan ingin berhasi l secara efekti f dan e fisien. maka para 

pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, dan tidak hanya 

mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi j uga harus 

mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. I Jal ini sama 

disampaikan oleh informan terpilih (ML) bcrikut ini : 

" ... dalan1 mcwujudkan kebijakan ingin bcrhasil secara cfcktif dan cfisien. 
maKa para pcmk.sana tH.iak. hanya mcnget.ahul C!pa yang llarus ut t<lKUKan, 

dan tidak hanya mempunyai kcmamnuan untuk mclakukan kchiiakan itu. 
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tetapi juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan 
tersebut." (wawancara ML, Maret 2017) 

d. Struktur birokrasi (beureucratic structure) 

Pada indikator ini maka implementasi kebijakan pemerintah daerah 

berupa penguatan struktur birokrasi yang dilakukan pada penerbitan 1MB 

Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Sebagaimana basil wawancara 

dengan informan (L) terpilih berikut ini: 

" ... kami yang bertugas mengimplementasikan kebijakan rnemiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Olehnya itu, 
salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah 
adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau 
SOP) SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak." 
(wawancara L, Maret 2017) 

Hal yang sama disampaikan oleh (AM) salah seorang informan yang 

terpilih berikut ini : 

" ... jadi kami sadar bahwa SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor 
dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung 
melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape yakni prosedur 
birokrasi yang rurnit, ini pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi 
tidak fleksibel dalam penerapan irnplementasi kebijakan penerbitan IMB 
di Kabupaten Mamasa." (wawancara AM, Maret 201 7) 

Apabila implementor memiliki struktur birokrasi yang baik maka dia 

dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh 

pembuat kebijakan, maka proses yang bertugas mengimplementasikan 

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi 

kebijakan. salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi 

adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures 

atau SOP) SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. 

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan 

pengawasan dan menimbulkan red-tape yakni prosedur birokrasi yang 
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rumit,ini pada gi1irannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibeL 

Hal ini sama disampaikan o leh informan terpilih (S) berikut ini : 

" ... dalam mewujudkan kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, 
maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan. 
tetapi juga mempunyai kemampuan untuk mengetahui SOP yang menjadi 
pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak dan mewujudkan 
implementasi penerbitan IMB di Kabupaten Mamasa." (wawancara S, 
Maret 2017) 

2. Bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan penerbitan Izin 

Mendirikan Bangunan (1MB) di Kabupa ten Mamasa 

Pada basil penelitian ini penulis menggunakan tahapan dan bentuk 

kebijakan dalam pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (1MB) 

berdasarkan (Dunn, 2000:21) yang menjabarkan tahapan kebijakan sebagai 

berikut: a) Tahap penyusunan agenda, b) Tahap formulasi kebijakan, dan c) 

Tahap implementasi kebijakan. 

a. Tahap Penyusunao Agenda 

Pada tahapan ini penulis mewawancarai beberapa infonnan terpilih 

dalam penelitan ini sebagaimana terlihat pada indikator ini maka 

implementasi kebijakan pemerintab daerah berupa penyusunan agenda yang 

dilakukan pada penerbitan IMB Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. 

Sebagaimana basil wawancara dengan informan (AN) terpilib berikut ini : 

" ... bentuk kebij akan pemerintah dalam implementasinya adaJah menurut 
dasar hukum menerbitkan IMB kepada masyarakat dalam hal ini Undang
undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-undang no. 
26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan PP no. 36 tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan dan Undang-undang no. 28 rabun 2002 tentang 
Bangunan Gedung." (wawancara AN, Maret 201 7) 

Hal yang sama disampaikan oleh (TW) salah seorang informan yang 

terpilih berikut ini : 
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" ... penyusunan agenda pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan 
tentang 1MB berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku selama ini 
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya." (wawancara TW, Maret 201 7) 

Tahapan penyusunan agenda dalam penerbitan IMB adalah perwujudan 

dari aturan dan regulasi yang berlaku selama ini sehingga dalam menjalankan 

kebijakan dengan baik seperti apa yang di inginkan oleh pembuat kebijakan, 

maka proses yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Hal ini sama 

disampaikan oleh informan terpilih (A) berikut ini : 

" ... dalam mewujudkan kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, 
maka para pelaksana 6dak hanya mengetahui apa yang barus dilakukan, 
tctapi j uga mempunyai kemampuan untuk mengetahui SOP yang menjadi 
pcdoman bagi setiap implementor dalam bertindak dan mewujudkan 
implementasi penerbitan IMB di Kabupaten Mamasa." (wawancara A, 
Maret 2017) 

b. Tabap Formulasi Kebijakan 

Pada tahapan ini penulis mewawancarai beberapa informan terpilih dalam 

penelitan ini sebagaimana terlihat pada indikator ini maka implementasi 

kebijakan pemerintah daerah berupa forrnulasi kebijakan yang dilak.'Ukan pada 

pcnerbitan 1MB Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Sebagaimana 

hasi l wawancara dengan informan (BL) terpilih berikut ini : 

'" ... formulasi kebijakan yang dibentuk pemerintah daerah selama ini dalam 
membuat dan membentuk kebijakan pemerintah melalui proses SOP dan 
regulasi." (wawancara BL, Maret 201 7) 

llal yang sama disampaikan oleh (Z) salah seorang informan yang terpilih 

bcrikut ini : 

" ... forrnulasi kebijakan itu dibentuk berdasarkan kcbutuhan dan regulasi 
scrta SOP penyusunan agenda pemerintah daerah dalam mengeluarkan 
kebijakan tentang IMB berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku 
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selama ini sebagaimana telah dijelaskan sebeJumnya." (wawancara Z, 
Maret 2017) 

Tahapan formulasi kebijakan dalam penerbitan IMB adalah susunan atau 

bentuk yang akan diterapkan dalam mengeluarkan dan menerbitkan IMB, 

seliingga perwujudan dari aturan dan regulasi yang berlaku selama ini 

sehingga dalam menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang di 

inginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses yang bertugas 

mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

implementasi kebijakan. Hal ini sama disampaikan oleh informan terpilih 

(GT) berikut ini : 

" ... sudah dikaji sebelumnya bahwa proses pengurusan 1MB yang 
melibatkan banyak stakeholder untuk menentukkan formulasi yang cocok 
berdasarkan aturan yang berlaku." ( wawancara G T, Maret 20 1 7) 

c. Tahap impJementasi kebijakan 

Pada tahapan ini penulis mewawancarai beberapa informan terpilih 

dalam penelitan ini sebagaimana terlihat pada indikator ini maka 

implementasi kebijakan pemerintah daerah berupa implementasi kebijakan 

yang dilakukan pada penerbitan 1MB Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi 

Barat. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan (AC) terpilih berikut 

lfil: 

" ... bentuk kebijakan pemerintah dalam implementasinya adaJah sebelum 
memulai mendirikan bangunan, sebaiknya memiliki kepastian hukum atas 
kelayakan, kenyamanan, dan keamanan sesuai dengan fungsinya. 1MB 
tidak hanya diperlukan untuk mendirikan bangunan ban1 saja, tetapi juga 
dibutuhkan untuk membongkar, merenovasi, menambah, mengubah, atau 
memperbaiki yang mengubah bentuk atau struktur bangunan." (wawancara 
AC, Maret 2017) 

Hal yang sama disampaikan o\eh (L) salah seorang informan yang terpilih 

berikut ini : 
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" ... tujuan cliperlukannya 1MB adalah untuk menjaga ketertiban, 
keselarasan, kenyamanan, dan keamanan dari bangunan itu sendiri 
terhadap penghuninya maupun lingkunan sekitamya. Dalam pengurusan 
1MB diperlukan pengetahuan akan peraturan-peraturannya sehingga dalam 
mengajukan IMB, informasi mengenai peraturan tersebut sudah 
didapatkan sebelum pembuatan gambar kerja arsitektur. IMB sendiri 
dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat (kelurahan hingga 
kabupaten). Sehingga setiap daerah memiliki perbedaan kebijakan dalam 
mengeluarkan IMB." (wawancara L, Maret 2017) 

Selanjutnya dalam implementasi mengenai biaya untuk 

kepengurusan IMB, maka kebijakan pemerintah memiliki dasar hukum 

tersendiri berapa biaya yang akan keluar untuk mengurus surat 1MB. Biaya 

1MB bisa di rumuskan sebagai mana disampaikan oleh inforrnan terpilih (IT) 

berikut ini : 

" ... besamya tarif dasar bervariasi tergantung klasifikasi Iokasi yang 
ditentukan. Kemudian ditambah dengan biaya lain-lain yaitu, biaya 
pembuatan gam bar situasi skala 1: 500 ; 1:1 000 sebesar Rp.l 0.000/IMB, 
biaya pemecahan JMB sebesar Rp.15.000/IMB, biaya pengesahan 
salinan/foto copy IMB Rp.l5.000/IMB, biaya pembuatan keterangan 1MB 
mengenai suatu bangunan sebesar Rp.25.000/IMB, balik nama JMB 
ditentukan sebesar 20% dari besarnya jumlah retribusi 1MB yang 
berlaku." (wawancara IT, Maret 2017) 

C. Pembabasan 

Selanjutnya dalam pembahasan penelitian ini, penulis mendeskripsikan 

dan menganalisis hasil penelitian sebagai berikut: 

1. lmplemeotasi Peoerbitao 1MB di Kabupaten Mamasa 

Dalam mendeskripsikan hasil penelitian maka penulis mengajukan 4 

(empat) faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi 

penerbitan IMB di Kabupaten Mamasa. Menurut Edward III bahwa keempat 

variabel tersebut adalah : (1) Komunikasi (communication) , (2) sumber daya 

(resources) , (3) disposisi (disposition) , (4) struktur birokrasi (beureucratic 

structure). 
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a. Komunikasi (communication) 

Pada indikator ini maka implementasi kebijakan pemerintah daerah 

berupa komunikasi pada penerbitan IMB Kabupaten Mamasa Provinsi 

Sulawesi Barat. Sebagai pemberi layanan maka kami selama ini melakukan 

kegiatan layanan public berupa penerbitan IMB dengan pendekatan 

komunikasi, karena kami yakin komunikasi itu mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa yang hams dilakukan, apa yang menjadi tujuan 

dan sasaran, kebijakan hams ditansmisikan kepada kelompok sasaran 

(masyarakat). Seringkali terjadi resistensi bahkan miss komunikasi antara 

sesama pemberi layanan di bagian penerbitan IMB Kabupaten Mamasa, 

sehingga hila terjadi hal demikian maka solusi yang paling tepat adalah 

mengedepankan komunikasi dan mencari akar masalahnya. Hal ini dilakukan 

untuk memperjelas tujuan dan sasaran. 

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan

tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab 

dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan 

dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. 

Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu 

dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran 

maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu 

proses yang amat kompleks dan rurnit. Seseorang bisa menahannya hanya 

untuk kepentingan tertentu, atau menyebarluaskannya. 

Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan 

bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan hams mengetahui apakah 
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mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus 

diterima oleh sernua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat 

mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan 

telah melihat ketidak jelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak 

mengerti apa sesunguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan 

bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan 

tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi 

kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi 

kebijakan 

Komunikasi memberikan keberhasilan dalam implementasi kebijakan 

agar implementor rnengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi 

tujuan dan sasaran, kebijakan harus ditansmisikan kepada kelompok sasaran 

(Target Group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila 

tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui 

sarna sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan teJjadi 

resistensi dari kelompok sasaran. Dalam mengurangi distorsi implernentasi 

maka kami sering melakukan komunikasi dan diskusi mengenai tujuan dan 

sasaran yang ingin dicapai dalarn implementasi kebijakan penerbitan IMB 

sehingga dengan demikian tujuan dan sasaran kebijakan menjadi jelas dan 

untuk mengurangi resiko terjadinya resistensi dengan kelompok sasaran 

dalam hal ini masyarakat. 

b. Sumber daya (resources) 

Pada indikator ini maka implementasi kebijakan pemerintah daerah 

berupa penguatan sumber daya pada penerbitan JMB Kabupaten Mamasa 
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Provinsi Sulawesi Barat. Kejadian mengenai keterlambatan dalam proses 

implementasi dilapangan hal .ini terjadi akibat kekurangan sumber daya 

sehingga ke depan diusahakan pcnambahan sumber daya agar pekerjaan Jebih 

efektif dan efisien. Jadi sete]ah komunikasi berupa isi pesan dari 

impJementasi kebijakan penerbitan IMB sudah disampaikan kepada 

masyarakat, maka kadangkala yang karni rasakan Jagi kekurangan sumber 

daya manusia sehingga hal ini harus segera ditindak Janjuti oleh pimpinan 

dalam rangka efektifitas pekerjaan. 

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi 

program dan bagairnana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang 

bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya 

dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, 

keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk 

mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait 

dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa 

program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya 

fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan 

program seperti dana dan sarana prasarana. 

Sumberdaya ma11usia yang tidak memadahi (jumlah dan kema.mpuan) 

berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena 

mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf 

pe1aksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan 

skill/kemampuan para pelaksana untuk meJakukan program. Untuk itu perlu 

adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja 
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program. Ketidak: mampuan pelak:sana program ini disebabkan karena 

kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana 

dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, . 

paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan. 

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan 

kebijak:an. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenahi bagaimana 

cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui 

tindak:an apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung 

kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan 

dilapangan bahwa tingkat pusat tidak: tabu kebutuhan yang diperlukan para 

pelak:sana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana 

melaksanak:an kebijak:an merniliki konsekuensi langsung seperti pelaksana 

tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di ternpat kerja sehingga 

menimbulkan inefisien. Implernentasi kebijakan membutuhkan kepatuhan 

organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. 

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk 

menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk 

membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, 

maupun pengadaan supervisor. 

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus 

terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi . Tanpa 

fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. 

Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni 

penting untuk implementasi kebijakan agar efektif, tanpa sumber daya 
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kebijakan akan hanya tinggal di atas kertas mcnjadi dokumen saja. Oalam 

mewujudkan kebijakan yang efektif. Maka sumber daya manusia menjadi 

solusi untuk dapat berkompentensi sesame implementor, selrun itu sumber 

daya financial juga menentukkan keberhasilan kebijakan penerbitan 1MB di 

Kabupaten Mamasa. 

c. Disposisi (disposition) 

Pada indikator ini maka implementasi kebijakan pemerintah daerah 

berupa diposisi yang dilakukan pada penerbitan IMB Kabupaten Mamasa 

Provinsi Sulawesi Barat. Apabila implementor memiliki desposisi yang baik 

maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan 

akan menjadi efektif. Proses desposisi itu wajib dimiliki oleh seorang 

implementor dilapangan. Karena mereka akan memiliki watak dan 

karakteristik yang mumpuni sebagru seorang implementor. Hal tersebut dapat 

diwujudkan dalam komitmen, kejujuran. sifat demokratis dalam implementasi 

kebijakan penerbitan IMB di Kabupaten Mamasa. 

SaJah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi 

kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian

bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang 

hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka 

proses implementasi akan mengalami banyak masalah. 

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; 

penerimaan aLau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para 
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pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun 

seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat 

karena mereka menolak tujuan yang ada didalarnnya sehingga secara 

sembunyi mengalihkan dan menghindari irnplementasi program. Disamping 

itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai 

sasaran . Dukungan dari prmpman sangat mempengaruhi pelaksanaan 

program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari 

dukungan pirnpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas 

program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung 

program, memperhatikan keseirnbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin 

dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang 

cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka 

mendukung dan bekelja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program. 

Apabila implementor memiliki desposisi yang baik maka dia dapat 

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang di inginkan oleh 

pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan akan menjadi 

efektif, sebaliknya apabila implementor memiliki disposis yang kurang baik 

maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efisien dan 

implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, maka para 

pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, dan tidak hanya 

mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi juga harus 

mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam 

mewujudkan kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, maka para 

pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, dan tidak hanya 
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mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi juga harus 

mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 

d. Struktur birokrasi (beureucratic structure) 

Pada indikator ini maka implementasi kebijakan pemerintah daerah 

berupa penguatan struktur birokrasi yang dilakukan pada penerbitan IMB 

Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Biasanya pegawai yang 

bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signi:fikan 

terhadap implementasi kebijakan. Olehnya itu, salah satu dari aspek struktur 

yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang 

standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman 

bagi setiap implementor dalam bertindak. Kehadiran SOP menjadi pedoman 

bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu 

panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape 

yakni prosedur birokrasi yang rumit, ini pada gilirannya menyebabkan 

aktifitas organisasi tidak fleksibel dalam penerapan implementasi kebijakan 

penerbitan IMB di Kabupaten Mamasa. 

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari 

struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan 

pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif 

yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang 

mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter 

menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu 

organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu: 

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan; 
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2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan 

proses-proses dalam badan pelaksana~ 

3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota 

legislatif dan eksekutif)~ 

4. Vitalitas suatu organisasi; 

5. Tingkat komunikasi "terbuka", yaitu jaringan kelja komunikasi horizontal 

maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi 

dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi; 

6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau 

pelaksana keputusan. 

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan , implementasi masih gagal 

apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan 

dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang komplek membutuhkan 

keljasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi 

hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi 

individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalarn birokrasi. 

Apabila implementor memiliki struktur birokrasi yang baik maka dia 

dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang di inginkan oleh 

pembuat kebijakan, maka proses yang bertugas mengimplementasikan 

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. 

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya 

prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP) SOP 

menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi 
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yang terlaJu pafljang akan cenderung mclcmahkan pengawasan dan 

menimbuJkan red-tape yakni prosedur birokrasi yang rumit,ini pada giJirannya 

menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel. Dalam mewujudkan 

kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, maka para pelaksana tidak 

hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga mempunya1 

kemampuan untuk meogetahui SOP yang menjadi pedoman bagi setiap 

implementor dalam bertindak dan mewujudkan implementasi penerbitan 1MB 

di Kabupaten Mamasa. 

2. Bentuk kebijakan Pemerintah Daerah dalam pcJayanan pcncrbitan 1MB 

di Kabupaten Mamasa 

• 

Pada basil penelitian ini penulis menggunakan tahapan dan bentuk 

kebijakan dalam pelayanan penerbitan lzin Menctirikan Bangunan (IMB) 

berdasarkan (Dunn, 2000:21) yang menjabarkan tahapan kebijakan sebagai 

berikut : a) Tahap penyusunan agenda, b) Tahap formulasi kebijakan, dan c) 

Tahap implementasi kebijakan. 

a. Tabap Penyusunan Agenda 

Pada tahapan ini penulis mewawancarai beberapa informan terpilih 

dalam penelitan in i sebagaimana terlihat pada indikator ini maka implementasi 

kebijakan pemerintah daerah berupa penyusunan agenda yang dilakukan pada 

penerbitan 1MB di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Bentuk 

kebijakan pemcrintah dalam implementasinya adalah menurut dasar hukum 

menerbitkan 1MB kepada masyarakat dalam hal ini Undang-undang no. 28 

tahun 2002 tcntang Bangunan Gedung, Undang-undang no. 26 tahun 2007 

tentang Penataan Ruang, dan PP no. 36 tahun 2005 tentang Peraturan 
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Pelaksanaan dan Undang-undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung. Penyusunan agenda pemerintah daerah dalam mengeluarkan 

kebijakan tentang IMB berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku selama 

ini sebagaimana telah dijelaskan sebelurnnya. 

Sebelum kebijakan ditetapkan dan di laksanakan, pembuat kebijakan 

perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah 

mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang 

terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. 

Pada tahap ini beberapa masalah dimasukkan dalam agenda untuk 

dipilih. Terdapat masalah yang ditetapkan sebagai fokus pembahasan, masalah 

yang mungkin ditunda pembahasannya, atau mungkin tidak disentuh sama 

sekali. Masing-masing masalah yang dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam 

agenda memiliki argumentasi masing-masing. Pihak-pihak yang terlibat dalam 

tahap penyusunan agenda harus secara jeli melihat masalah-masalah mana saja 

yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan masalah kebijakan. Sehingga 

pemilihan dapat menemukan masalah kebijakan yang tepat. 

Tahapan penyusunan agenda dalam penerbitan IMB adalah perwujudan 

dari aturan dan regulasi yang berlaku selama ini sehingga dalam menjalankan 

kebijakan dcngan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, 

maka proses yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kcbijakan. Dalam 

mewujudkan kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, maka para 

pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang hams dilakukan, tetapi juga 

mempunyai kemampuan untuk mengetahui SOP yang menjadi pedoman bagi 
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setiap implementor dalam bertindak dan mewujudkan implementasi penerbitan 

1MB di Kabupaten Mamasa. 

b. Tahap Formulasi Kebijakan 

Pada tahapan ini penulis mewawancarai beberapa informan terpilih 

dalam penelitan ini sebagaimana terlihat pada indikator ini maka 

implementasi kebijakan pemerintah daerah berupa formulasi kebijakan yang 

dilakukan pada penerbitan 1MB Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. 

Formulasi kebijakan yang dibentuk pemerintah daerah selama ini dalam 

membuat dan membentuk kebijakan pemerintah melalui proses SOP dan 

regulasi. Formulasi kebijakan itu dibentuk berdasarkan kebutuhan dan 

regulasi serta SOP penyusunan agenda pemerintah daerah dalam 

mengeluarkan kebijakan tentang IMB berdasarkan aturan dan regulasi yang 

berlaku selama ini sebagaimana telah dijelaskan sebelurnnya. 

Masalah yang sudah dimasukkan dalam agenda kebijakan kemudian 

dibahas oleh pembuat kebijakan dalam tahap formulasi kebijakan. Dari 

berbagai masalah yang ada tersebut ditentukan masalah mana yang 

merupakan masalah yang benar-benar layak dijadikan fokus pembahasan. 

Tahapan formulasi kebijakan dalam penerbitan 1MB adalah susunan atau 

bentuk yang akan diterapkan dalam mengeluarkan dan menerbitkan 1MB, 

sehingga perwujudan dari aturan dan regulasi yang berlaku selama ini 

sehingga dalam menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses yang bertugas 

mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signiftkan terhadap 

implementasi kebijakan. Sudah dikaji sebelurnnya bahwa proses pengurusan 
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IMB yang melibatkan banyak stakeholder untuk menentukkan formuJasi yang 

cocok berdasarkan aturan yang berlaku. 

c. Tabap implementasi kebijakan 

Pada tahapan ini penulis mewawancarai beberapa informan terpilih 

dalam penelitan ini sebagaimana terlihat pada indikator ini maka 

implementasi kebijakan pemerintah daerah berupa implementasi kebijakan 

yang dilakukan pada penerbitan IMB Kabupaten Mamasa Provinsi SuJawesi 

Barat. Bentuk kebijakan pemerintah dalam implementasinya adalah sebelum 

memulai mendirikan bangunan, sebaiknya memiliki kepastian hukum atas 

kelayakan, kenyamanan, dan keamanan sesuai dengan fungsinya. IMB tidak 

hanya diperlukan untuk mendirikan bangunan baru saja, tetapi juga 

dibutuhkan untuk membongkar, merenovasi, menambah, mengubah, atau 

memperbaiki yang mengubah bentuk atau struktur bangunan. Tujuan 

diperlukannya IMB adalah untuk menjaga ketertiban, keselarasan, 

kenyamanan, dan keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya 

maupun lingkunan sekitamya. Dalam pengurusan IMB diperlukan 

pengetahuan akan peraturan-peraturannya sehingga dalam mengajukan IMB, 

informasi mengenai peraturan tersebut sudah didapatkan sebelum pembuatan 

gambar keija arsitektur. IMB sendiri dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

setempat (kelurahan hingga kabupaten). Sehingga setiap daerah memiliki 

perbedaan kebijakan dalam mengeluarkan IMB. 

Ada tahap inilah altematif pemecahan yang telah disepakati tersebut 

kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali 

menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan 
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secara terencana dapat saja berbeda di Iapangan. Hal ini disebabkan berbagai 

faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang 

telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil 

dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam 

implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi 

penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin 

Namun dalam prakteknya, masih banyak ditemukan pungutan liar 

dari petugas daerah. Dengan berbagai alasan petugas daerah memungut biaya 

di Juar kewajiban pendiri bangunan atau merekayasa sebuah cerita agar 

pendiri bangunan bisa memberikan uang kepada petugas daerah. Pungutan 

liar itu pun bukan untuk kepentingan pemerintah daerah setempat melainkan 

hanya untuk keperluan pribadi pejabat pemerintah daerah sendiri. 

Selain syarat dan biaya yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah, 

sebelum mendirikan bangunan hendaknya pejabat pemerintah juga 

memeriksa lapangan atau daerah yang hendak didirikan bangunan tersebut. 

Skema tahapan pengajuan pembuatan IMB bisa dilihat sebagai berikut. skema 

tahapan pengurusan 1MB : Secara prinsip, bila dokumen lengkap, 5 - 7 hari 

kemudian akan diterbitkan IP. Dengan IP kita sudah bisa mulai membangun 

sambil menunggu 1MB yang keluar 20-30 hari kemudian. Selama 

pembangunan, petugas daerah akan melakukan kontrol berkala dan evaluasi 

di lapangan. 1MB memiliki masa berlaku 1 tahun. Apabila dalam 1 tahun 

pembangunan belum selesai, maka harus mengajukan permohonan 

perpanjangan 1MB. Bila tahun berikutnya masih belum selesai, maka harus 

mengajukan perrnohonan pembuatan 1MB baru. Setelah bangunan selesai, 
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masih ada surat yang diperlukan yaitu IPB (ljin Penggunaan Bangunan). IPB 

memiliki masa berJaku 10 tahun untuk rumah tinggal dan 5 tahun untuk 

bangunan non hunian. Bila masa lPB habis, maka pemilik harus mengajukan 

PKMB (Permohonan Kelayakan Menggunakan Bangunan). Dalam proses 

tersebut petugas akan memeriksa kelayakan bangunan tersebut, terutama dari 

segi struktur dan konstruksinya. 

Seperti yang telah dijelaskan pada skema pembuatan IMB di atas, 

maka pejabat daerah hendaknya melakukan pengawasan lapangan dan 

evaluasi berkala terhadap daerah yang akan didirikan sebuah bangunan 

tersebut. Apakah daerah tersebut layak didirikan sebuah bangunan? Apabila 

daerah tersebut layak didirikan sebuah bangunan maka pendirian bangunan 

bisa dijalankan tetapi jika daerah tersebut tidak layak untuk didirikan sebuah 

bangunan maka surat 1MB pun tidak bisa keluar dan pendirian bangunan 

tidak bisa dijalankan. 

Namun, pada kenyataannya banyak petugas daerah yang bisa 

mengeluarkan surat IMB dengan mudah tanpa perlu memeriksa Japangan 

terlebih dahulu dan memikirkan dampak yang akan terj adi bila pembangunan 

tetap dijalankan. Misalnya di daerah Mamasa ada sebuah took yang dibangun 

di tepi sungai yang seharusnya pembangunan tersebut tidak bisa 

dilaksanakan, tetapi pemerintah daerah Mamasa dengan mudah bisa 

mangeluarkan surat IMB tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dimasa 

mendatang apabila pembangunan apartemen tetap dilanjutkan. Pemerintah 

daerah terkadang tidak bisa menjalankan peraturan daerah yang telah 
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diteta.pkan seh.ingga bisa menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat 

dan lingkungan sekitar. 

Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara 

sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar 

dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang 

dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai 

akibat dari penerapan kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis 

kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan 

akibat-akibat suatu kebijakan. 

Penelitian kebijakan sedapat mungkin melihat berbagai aspek dari 

kebijakan agar dapat menghasilkan informasi yang lengkap. lnformasi 

mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan serta masalah

masalah yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan menjadi fokus dari 

anal isis kebijakan. 

Sudarwan Danim menyatakan bahwa proses penelitian kebijakan pada 

hakikatnya merupakan penelitian yang dimaksudkan guna melahirkan 

rekomendasi untuk pembuat kebijakan dalam rangka pemecahan masalah 

sosiai. Kegiatan penelitian ini dilakukan untuk mendukung kebijakan. 

Sudarwan Danim secara jelas menyatakan hasil yang ingin dicapai dari 

penelitian kebijakan yaitu menghasilkan rekomendasi yang mungkin 

diperlukan pembuat kebijakan dalam rangka pemberian solusi terhadap 

masalah-masalah sosial. Selain itu, penelitian kebijakan perlu dipahami 

sebagai bentuk dukungan kepada kebijakan itu sendiri. 
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Rekomendasi yang dihasiJkan dari proses penelitian kebijakan dapat 

berupa dukungan penuh terhadap kebijakan, kritik dan saran mengenai bagian 

mana dari kebijakan yang perlu diperbaiki , atau dapat juga berupa 

rekomendasi agar kebijakan tidak lagi diterapkan. Karakteristik dari 

penelitian kebijakan secara terperinci dijelaskan oleh Allen D. Putt dan J. 

Fred Springer. Mereka menyatakan bahwa penelitian kebijakan dicirikan 

sebagai penelitian yang terfokus pada manusia, plural, multi-perspektif, 

sistematis, berhubungan dengan keputusan, dan kreatif. 

Penelitian mengenai kebijakan berkaitan erat dengan manusia dan 

permasalahannya. Hasil yang ingin dicapai dari penelitian kebijakan yaitu 

mengenai informasi yang diformulasikan dalam bentuk rekomendasi dalam 

rangka pemecahan masalah yang terkait dengan kebijakan. Karakteristik 

plural dari penelitian kebijakan berasal dari hubungan penelitian dengan 

manusia. Penelitian kebijakan tidak dapat dipisahkan dari konflik nilai dan 

kepentingan terdapat dari interaksi manusia. Karakteristik yang plural 

meniscayakan adanya pendekatan penelitian yang juga plural, dalam arti 

multi-perspektif. lnformasi yang diformulasikan dalam bentuk rekomendasi 

sebagai basil yang ingin dicapai oleh penelitian kebijakan mengharuskan 

adanya pendekatan yang menyeluruh sehingga informasi yang dihasilkan juga 

dapat berupa rekomendasi yang sesuai dengan kondisi yang ada. 

Sebagai sebuah penelitian, penelitian kebijakan harus secara 

sistematis disusun berdasarkan prosedur penelitian sebagai upaya untuk 

memperoleh informasi terkait dengan kebijakan. Penelitian kebijakan selalu 

terkait dengan keputusan. Keputusan yang dihasilkan berasal dari 
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rekomendasi yang disampaikan. Keputusan dapat berupa keputusan untuk 

tetap melanjutkan kebijakan, keputusan untuk memperbaiki kebijakan atau 

keputusan untuk menghapus atau tidak melanjutkan kebijakan. 

Informasi yang berkaitan dengan kebijakan berupa masalah kebijakan, 

masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. 

Analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai 

dalam pemecahan masa]ah manusia, yaitu: definisi, prediksi, preskripsi, 

deskripsi dan evaluasi. Masing-masing dari informasi kebijakan berkaitan 

dengan prosedur kebijakan. 

Analisis kebijakan dapat dilaksanakan dengan beberapa bentuk. 

Menurut Dunn terdapat tiga bentuk analisis kebijakan, yaitu: analisis 

kebijakan prospektif analisis kebijakan prospektif adalah analisis kebijakan 

yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan 

sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model 

prediktif. analisis kebijakan retrospektif analisis kebijakan retrospektif adalah 

analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah 

suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai 

model evaluatif. analisis kebijakan integrative analisis kebijakan integratif 

adalah bentuk perpaduan antara analisis kebijakan prospektif dan analisis 

kebijakan retrospektif. Bentuk analisis kebijakan prospektif memiliki 

kelemahan karena hanya berkutat pada analisis kebijakan yang mengarahkan 

perhatian pada konsekuensi kebijakan sebelum kebijakan diterapkan. Pun 

dengan bentuk analisis kebijakan retrospektif yang hanya memfokuskan 

kajiannya pada konsekuensi kebijakan setelah kebijakan diterapkan. Maka 
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analisis kebijakan seharusnya menggunakan bentuk kebijakan integratif, yaitu 

dengan memadukan antara analisis kebijakan prospek:tif dan analisis 

kebijakan retrospektif. 

Dengan memfokuskan kaj ian pada ketiga hal diatas, proses anal isis 

kebijakan akan berusaha mendefinisikan secara jelas permasalahan yang akan 

menjadi fokus kajian untuk ditanggulangi oleh kebijakan. Setelah masalah 

yang menjadi fokus kajian analisis kebijakan ditentukan, analisis kebijakan 

bertugas menentukan kebijakan yang sesuai dengan masalah sehingga 

masalah dapat dipecahkan dengan baik. 

Kebijakan yang telah ditetapkan dan diimplementasikan tentu 

menghasilkan konsekuensi dalam bentuk akibat-akibat. Akibat yang 

ditimbulkan dapat berupa akibat positif dan atau akibat negatif. Untuk itulah, 

analisis kebijakan mengupayakan upaya prediktif dengan meramalkan akibat 

yang dapat ditimbulkan sebelum kebijakan diimplementasikan dan atau 

sesudah kebijakan diimplementasikan. 

Dengan demikian, analisis kebijakan selalu berkaitan dengan hal-hal 

sebelum dan sesudah kebijakan ditetapkan dan diimplementasikan. Analisis 

kebijakan berusaha memberikan definisi yang jelas mengenai kedudukan 

suatu masalah kebijakan, prediksi yang berkaitan dengan kebijakan, 

rekomendasi atau preskripsi yang mungkin dapat bermanfaat bagi kebijakan, 

deskripsi atau pemantauan terhadap kebijakan, dan evaluasi mengenai 

kebijakan. Semuanya berjalan sebagai proses yang runtut dan sistematis 

dalam rangka mendukung kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi 

masalah. 
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A. KESIMPULAN 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data-data penelitian 

guna mengungkap dan menjawab pertanyaan penelitian tentang Analisis 

Implementasi Kebijakan Daerah Dalam Pelayanan Penerbitan 1MB di 

K.abupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan 

indikator/parameter, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Implementasi penerbitan izin mendirikan bangunan (1MB) di Kabupaten 

Mamasa menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut adalah : (a) 

Komunikasi (communication), adalah proses penyampaian suatu 

pemyataan seseorang ke orang Jain, komunikasi berlangsung apabila 

terjadi kesamaan makna dalam pesan yang diterima oleh komunikan. 

Komunikasi memberikan keberhasilan dalam implementasi kebijakan 

agar implementor mengetahui apa yang hams dilakukan, apa yang menjadi 

tujuan dan sasaran yang harus dicapai. (b) sumber daya (resources), 

adalah suatu nilai potensi yang dimiliki manusia, yakni kompetensi 

implementor dan sumber daya finansial yang ada, tanpa sumber daya 

kebijakan akan hanya tinggal di atas kertas menjadi dokumen saja. (c) 

disposisi (disposition), kemampuan mempengaruhi dan kemungkinan 

mendasar bagi jenis-jenis kegiatan, apabila implementor memiliki 

disposisi yang baik maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik 

seperti apa yang di inginkan oleh pembuat kebijakan. (d) struktur 

birokrasi (beureucratic structure) adalah kekuatan utama dari struktur 
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sederhana ini terlctak pada kesederhanaanya. Cepat, fleksibel, tidak mahal 

untuk dikelola, dan akuntabilitasnya jelas. 

2. Namun demikian bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan 

penerbitan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Mamasa, 

hampir seluruhnya tidak dilaksanakan berdasarkan atas variabel diatas. 

Pelayanan penerbitan 1MB di jabarkan relatif tidak memperlihatkan 

dimensi tangible yang mengartikan bahwa tidak cuk:upnya sarana dan 

prasarana atau pasilitas yang harus tersedia. empathy mengartikan bahwa 

kurang tegaknya sifat tegas dan penuh perhatian. Responsivines 

kurangmya kemampuan yang memadai yang bisa tanggap dalam setiap 

permasalahn masyarakat. Rebliabi/ity kurangnya kemampuan yang dapat 

dipercaya. Assurance tidak adanya jaminan penyelesaian dalam setiap 

pelaksanaan peJayanan. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil pendapat, data dan kesimpulan di atas, maka untuk 

bermanfaatnya penulisan ini, maka penulis merekomendasikan beberapa hal 

dalam rangka mengoptimalkan implementasi kebijakan daerah dalam 

pelayanan penerbitan 1MB di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat 

sebagai berikut: 

1. Perlunya keterlibatan semua unsur (stakeholder) terutama pegawai yang 

terlibat langsung dalam pelayanan penerbitan 1MB dengan berkelanjutan 

dan sistematis dengan menggunakan prinsip-prinsip pelayanan. 
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2. Mengoptimalkan kineJja pegawai untuk mengawaJ kebijakan pemerintah 

untuk mengurangi resiko dan pembenahan regulasi tentang lzin 

Mendjrikan Bangunan (1MB) eli Kabupaten Mamasa. 
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2017 

PANDUAN WAWANCARA 

RISETTESIS 

"ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 

DALAMPELAYANANPENERBITAN 1MB OJ KABUPATEN MAMASA" 

Implementasi kebijakan 

OLEH : 

SAMSU MARLIN 

NIM : 500654948 

penerbitan 1MB di Kabupaten Mamas a adalah (1) 
Komunikasi (communication), (2) sumber day a (resources), (3) disposisi 
(disposition), ( 4) struktur birokrasi (beureucratic structure). 
lmplementasi kebijakan pemerintah berdasarkan komunikasi 

a. Bagaimana implementasi kebijak:an pemerintah berdasarkan komunikasi 
b. Apa tujuan dan sasaran implementasi kebijakan pemerintah berdasarkan 

komunikasi 
Implementasi kebijakan pemerintah berdasarkan sumberdaya 

a. Bagairnana imp!ementasi kebijakan pemerintah berdasarkan sumberdaya 
b. Bagarnana cara agar kebijakan pemerintah berdasarkan sumberdaya dapat 

efesien dan efektif 

Implementasi kebijak:an pcmerintah berdasarkan disposisi 
a. Bagaimana implementasi kebijak:an pemerintah berdasarkan disposisi 
b. Bagaimana car a agar kebijakan pemerintah berdasarkan disposisi dapat 

efesien dan efcktif 
lmplementasi kebijakan pemerintah berdasarkan struktur birokrasi 

a. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah berdasarkan struktur birokrasi 
b. Bagaimana cara agar kebijak:an pemcrintah berdasarkan struktur birokrasi 

dapat efesien dan efektif 
Bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan penerbitan lzin Mendirikan 
Bangunan (IMB) di Kabupaten Mamasa 
Bagaimana tahap penyusunan agenda pada penerbitan IMB 
Bagaimana tahap formuJasi kebijakan pada penerbitan 1MB 
Tahap implementasi kcbijakan pada penerbitan 1MB 
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~ 

KEMENTERIAN RJSET, TEKNOLOGI DAN PENDIDlKAN TlNGGJ 

UNIVERSITAS TERBUKA 
PROGRAM MEGISTER ADMINISTRASJ PUBLIK 

201 7 

TRANSKRIP W A W ANCARA 

"ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAB DAERAH 

DALAM PELA YANAN PENERBITAN 1MB DI KABUP ATEN MAMASA" 

OLEH : 

SAMSU MARLIN 

NIM : 500654948 

A Implementasi kebijakan pemerintah berdasarkan komunikasi 
1 . Pertanyaan : Pendekatan apa yang saudara lakukan sebagai pemberi layanan selama 

ini? 
JawabanGJ: 

" ... sebagai seorang pemberi layanan maka kami selama ini melakukan kegiatan 
layanan public berupa penerbitan IMB dengan pendekatan komunikasi, karena 
karni yakin komunikasi itu mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang 
harus diJakukan, apa yang menja.di tujuan dan sasaran, kebijakan hams 
ditansmisikan kepada kelompok sasaran (masyarakat)." 

2 . Pertanyaan Apa yang menyebabkan tcrjadinya miss komunikasi sesama 
pemberi Jayanan selama ini ? 

JawabanM : 
" ... terkadang terjadi resistensi bahkan miss komunikasi antara sesame pemberi 
layanan di bagian penerbitan IMB Kabupaten Mamasa, sehingga hila tcrjadi hal 
demikian maka solusi yang paling tepat adalah mengedepankan komunikasi dan 
mencari akar masalahnya. Hal ini dilakukan untuk memperjelas tujuan dan 
sasaran." 

3. Pertanyaan : Apa tujuan dan sasaran sehingga saudara katakan komunikasi itu 
sangat penting ? 
JawabanDS: 

" ... untuk mengurangt distorsi implementasi maka kami sering melakukan 
komunikasi dan diskusi mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam 
implementasi kebijakan penerbitan IMB sehingga dengan demikian tujuan dan 
sasaran kebijakan menjadi jelas dan untuk mengurangi resiko tcrjadinya 
resistensi dengan kelompok sasaran dalam hal ini masyarakat." 
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B Implementasi kebijakan pemerintah berdasarkan sumberdaya 
I . Pertanyaan Apa yang menyebabkan seringnya terjadi keterlambatan dalam 

pe1ayanan ? 
Jawaban R : 

" ... terkadang kami merasakan keterlambatan daJam proses implementasi 
dilapangan hal ini terjadi akibat kekurangan sumber daya sehingga ke depan 
diusahakan penambahan sumber daya agar peke:rjaan lebih efektif dan efisien." 

2. Pertanyaan Apakah kebijakan mengenai lZID sudah disampai.kan kepada 
masyarakat? 
JabawanAB : 

" ... jadi setelah komunikasi berupa isi pesan dari irnplementasi kebijakan 
penerbitan IMB sudah disampaikan kepada masyarakat, maka kadangkala yang 
karni rasakan lagi kekurangan sumber daya manusia sehingga hal ini barns 
segera ditindak lanjuti oleh pimpinan dalam rangka efektifitas pekerjaan." 

3. Pertanyaan: Cara apakah yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebijakan 
yang efektif? 
JawabanDT: 

" ... daJam mewujudkan kebijakan yang efektif,. Maka sumber daya manusia 
menjadi solusi untuk dapat berkompentensi sesama implementor, selain itu 
sumber daya fmancial juga menentukkan keberhasilan kebijakan penerbitan 
IMB di Kabupaten Mamasa." 

C Implementasi kebijakan pemerintah berdasarkan disposisi 
1. Pertanyaan : Apakah disposisi berpengaruh terhadap efektinya kebijakan,? 

JawabanSH: 
" ... Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia dapat 
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleb pembuat 
kebijakan, maka proses implementasi kebijakan akan mcnjadi efektif." 

2. Pertanyaan : Apa penting disposisi itu .. ? 
Jabwaban PT : 

" ... jadi desposisi itu wajib dimiliki oleh seorang implementor dilapangan. 
Karena mereka akan memilik.i watak dan karakteristik yang mumpuni sebagai 
seorang implementor. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam komitmen, 
kejujur~ sifat demokratis dalam implementasi kebijakan penerbitan IMB di 
Kabupaten Mamasa." 

3. Pertanyaan : Apakah yang dapat mewujudkan kebijakan bisa sukses dan efektif? 
JabawanML: 

" ... dalam mewujudkan kebijakan ingin berhasiJ secara efektif dan efisien, 
maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, dan 
tidak hanya mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi 
juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut." 

0 Irnplementasi kebijakan pemcrintah berdasarkan struktur birokrasi 
1. Pertanyaan: Apakah SOP perlu dalam melaksanakan tugas keseharian ? 

JawabanL: 
" ... kami yang bertugas mcngimplementasikan kebijakan memiliki pcngaruh 
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yang signiftkan terhadap implementasi kebijakan. Olehnya itu, salah satu dari 
aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur 
operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP) SOP menjadi 
pedoman bagi setiap implementor dalarn bertindak." 

2. Pertanyaan : Apa pentingnya SOP bagi anda sebagai penerima layanan ? 
JawabanAM : 

" .. .jadi kami sadar bahwa SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor 
dalarn bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung 
melernahkan peogawasan dan menimbulkan red-tape yakni prosedur birok:rasi 
yang rumit, ini pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel 
dalam penerapan implementasi kebijakan penerbitan 1MB di Kabupaten 
Mamasa." 

3. Pertanyaan : Apakah yang harus dilakukan agar efektif dan efisien dalam 
melaksanakan tugas sesuai dengan SOP? 
JawabanS : 

" ... dalarn mewujudkan kebijakan agar berhasil secara efektif dan efisien, 
maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus diJakukan, tetapi 
juga mempunyai kemarnpuan untuk mengetahui SOP yang menjadi pedoman 
bagi setiap implementor dalam bertindak dan mewujudkan implementasi 
penerbitan IMB di Kabupaten Mamasa." 

2. Bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan penerbitan Izi n Mendirikan 
Bangunan (1MB) di Kabupaten Mamasa 

A. Bagaimana tahap penyusuoan agenda pada penerbitan 1MB 

B. 

1. Pertanyaan : Apa yang menjadi dasar hukum penerbitan 1MB ? 
JawabanAN : 

" ... bentuk kebijakan pemerintah dalam implementasinya adaJah menurut dasar 
hukum menerbitkan 1MB kepada masyarakat dalarn hal ini Undang-undang no. 
28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-undang no. 26 tahun 2007 
tentang Penataan Ruang, dan PP no. 36 tahun 2005 tentang Peraturan 
Pelaksanaan dan Undang-undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung." 

2. Pertanyaan : Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi 
kebijakan harus tetap merujuk pada SOP ? 
JawabanA: 

" ... dalam mewujudkan kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, 
rnaka para pelaksana tidak hanya rnengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi 
juga mempunyai kemampuan untuk mengetahui SOP yang menjadi pedoman 
bagi setiap implementor dalarn bertindak dan mewujudkan implementasi 
penerbitan 1MB di Kabupaten Mamasa." 

Bagaimana tahap formulasi kebijakan pada penerbitan IMB 
1. Pertanyaan : Regulasi apa yang dibuat pemerintah daerah dalarn forrnulasi 

kebijakan mengenai pelayanan 1MB ? 
Jawaban BL& Z: 
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c. 

" ... formulasi kebijakan yang dibentuk pemerintah daerah seJama ini dalam 
membuat dan membentuk kebijakan pemerintah melalui proses SOP dan 
regulasi." (BS) 

" ... formulasi kebijakan itu dibentuk berdasarkan kebutuhan dan regulasi serta 
SOP penyusunan agenda pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan 
tentang 1MB berdasarkan aturan dan reguJasi yang berlaku selama ini 
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya."(Z) 

2. Pertanyaan : Apakah proses pengurusan IMB sudah pema dikaji ? 
.Jawaban GT: 

" ... sudah dikaji sebelumnya bahwa proses pengurusan 1MB yang melibatkan 
banyak stakeholder untuk menentukkan formulasi yang cocok berdasarkan 
aturan yang berlaku." 

Tahap implementasi kebijakan pada penerbitan IMB 
1. Pertanyaan : Apakah kebijakan pengenai izin selama ini sudah disosialisasikan 

kepada masyarakat ? 
JawabanA C: 

" ... bentuk kebijakan pemerintah dalam implementasinya adaJah sebelum 
memulai mendirikan bangunan, sebaiknya memiliki kepastian hukum atas 
kelayakan, kenyamanan, dan kearnanan sesuai dengan fungsinya. 1MB tidak 
hanya diperlukan untuk mendirikan bangunan baru saja, tetapi juga dibutuhkan 
untuk membongkar, merenovasi, menambah, mengubah, atau memperbaiki 
yang mengubah bentuk atau struktur bangunan." 

2. Pertanyaan : Apakah setiap masyarakat yang membangun perlu memiliki 1MB 
Jawaban L: 

" ... tujuan diperlukannya 1MB adalah untuk menjaga ketertiban, keselarasan, 
kenyarnanan, dan keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya 
maupun lingkunan sekitarnya. Dalam pengurusan 1MB diperlukan pengetahuan 
akan peraturan-peraturannya sehingga dalam mengajukan IMB, informasi 
mengenai peraturan tersebut sudah didapatkan sebelum pembuatan gambar 
keija arsitektur. IMB sendiri dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat 
(kelurahan hingga kabupaten). Seh.ingga setiap daerah merniliki perbedaan 
kebijakan dalam mengeluarkan 1MB." 

3. Pertanyaan: Berapa besaran biaya yang dibayar untuk mendapatkan IMB? 
Jawaban!T : 

" ... besamya tarif dasar bervariasi tergantung klasifikasi lokasi yang ditentukan. 
Kemudian ditambah dengan biaya lain-lain yaitu, biaya pembuatan gambar 
situasi skala 1: 500 ; 1:1000 sebesar Rp.l 0.000/IMB, biaya pemecahan IMB 
sebesar Rp.15.000/IMB, biaya pengesahan salinan/foto copy 1MB 
Rp.IS.OOOIIMB, biaya pembuatan keterangan IMB mengenai suatu bangunan 
sebesar Rp.25.000/IMB, batik nama IMB ditentukan sebesar 20% dari 
besarnyajumJah retribusi IMB yang berlaku." 
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Ookumentasi dengan Kadis PM-PTSP 

Dokumentasi dengan Kabid Perizinan Oinas PM-PTSP 
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Foto kegiatan 

Staf Penerima berkas perizinan di Kantor OPM-PTSP 
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No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

UNIVERSITAS TERBUKA 

PROGRAM PASCASARJANA 

PROG~STUDJAD~STRASIPUBLUK 

DAFfAR NAMA-NAMA INFORMAN 

Nama Informan Inisal 
Jenis 

Jabatan Kelamin LIP 

Gusti Jrawan DS L Kadis PM PTSP 

Martha M p Staf Dinas PM PTSP 

Dian Satria GI p Staf Pelayanan IMB 

Ramli R L Penerima Layanan!Masyarakat 

Arifin Baso AB L Penerima Layanan!Masyrakat 

Demmattayan DT L Staf Pelayanan izin 

Sri Hartini SH p Kabid Pelayanan IMB 

Pampang Tiboyong PT L Penerima Layanan /Masyarakat 

Marta Lemba ML p Penerima Layanan/Masyarakat 

Luther L L StafPM PTSP 

Anton M AM L Penerima Layanan /Masyarakat 

Sudirman s L Penerima Layanan /Masyarakat 

Andi Nurmini AN p Penerima Layanan /Masyarakat 

Arruan A p Penerima Layanan /Masyarakat 

Bamba Lona/Zakaria BL/Z L StafPM PTSP 

Gunawan Tandi GT L Staf PM - PTSP 

Acok Cicci AC p Penerima Layanan/masyarakat 

Lestari L p Pencrima Layanan/masyarakat 
--

Iqbal Tendean IT L Penerima Layanan/masyarakat 
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